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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR | 421 STHOPMPTSP.4,3/00/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGER! TOIANAS
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang a  bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka periu menetapkan Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK):
b.  bahwa permohonan Kepala SMK Negeri Toianas dari aspek administrasi dan teknis,
telah memenuhl persyaratan unfuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang lzin Operasional
Penyslenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Toianas di Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1840);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5878);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan

: (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670,

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 te Wajib Belajar
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar iﬂ?nﬁ 8

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan v



9. Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Perubahan dan Penulupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah,

10, Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januar 2007 temtang Prioritas
Pendirian 1zin Sekolah Menengah,

11. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni
2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Gubernur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Manandatangani Pernizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Peamerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

12. Peraturan Gubsmur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Jull
2021 tentang Tatn Cara Pelaksanaan Konfimasi Status Wajlb Pajak Dalam

Pemberan Layanan Publik Tertentu
Memperhatikan 1. Sural Parmohonan Kopala SMK Negeri Tolanas Nomaor

SMKN.TNS 421 5/04/SKET/00711/2022 tanggal 11 Februari 2022 ‘tentang
Parmohonan Peramajaan |zin Operasional SMK Negeri Tolanas,

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor - 848/6106/PK 2. 3/2022 tanggal 20 September 2022

MEMUTUSKAN
Menelapkan
KESATU Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri Toianas terletak di Jalan, Tutu Nenometa No. 03 RT. 001 RW. 001
Desa Tolanas Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Bidang Keahlian
“rﬂm l!i“ P— e
No. Bidang Program Kompetansi Lama
Keahlian _Keahlian Keahlian Pendidikan
1 | Agriblsnis dan Agribienis Agribisnis Tanaman 3 Tahun
Agroteknologl Tanaman Pangan dan
Hortikultura

KEDUA - lzin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta
Didik Baru (PDB),

KETIGA . lzin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai
dengan tanggal 22 September 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Toianas berkewajiban memenuhi 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang beriaku;

KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali
apabila pada kemudian hari termyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta,

Gubermur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagal laporan);
Wakil Gubemur Nusa Tenggars Timur of Kupang (sebagai laporan);

Sekrelaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagal laporan);
Bupati Timor Tengah Selatan di Soe; ]

BN s W

mmmmmammm*m-
mmmmmwmmnmﬂnm:

. MWMMMTMMMMWTMMﬂh:
10 mm—mmmmmmmmh
H.MMDHMMTMTMMHM




KEPUTUSAN
BUFATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 318/KEP/HK/2008

TENTANG

INETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAIA ATAS NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

enimbang . a. bahwo saloh satu kewenangan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemeriniah Kabupaten/
Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang
Noimor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dalam menyelenggarakon Otonomi Daerah salah
satunya adalah meningkatkan pelayanan

Pendidikan;
5. bahwa dalam rangka mendekatkan dan

meningkatkan  pelayanan pendidikan kepada
masyarakat dan  pelaksanaan  Wajib Belgjar
Pendidikan Dasar 9 Tahun serta menpmpung siswa
Lulusan Selkolah Menengah Pertamé& Neger dan
Swasta, Sekolah Menengah Perftama Satu Atap dan
Madrasah Tsanawiyah maka perlu ditetapkan
Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negerd dalam  Wilayah
Kabupaten Timor Tengah Selalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalom huruf a dan huruf b periu
menetapkan Keputusan Bupatl tentang .Penetapan
Pendirian Sekolah Menengah Atas Neger dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri dalom  Wilayah

kengingat r Kabupaten Timor Tengah Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor é4 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Doerah-daerah Tingkat | Bali, Nuso
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republil Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);
: 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Decerch-daerah Tingkat I dalam

Wilayah Daerah - daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negora
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 1655 i




1.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisiom
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
mor 32 Tahun 2004 tentang

4. Undang-Undang No
h (Lembaran Negara Republik

Pemerintahan Daera
2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kall diubah, terdakhir
dang Nomor 12 Tahun 2008

dengan Undang-Un

teniong Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
bllk Indonesia Tahun 2008

(Lembaran Negara Repu
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

indor,esla Nomor 4844 );
omor 29 Tahun 1990 tentang

5 peraturan Pemerintah N
mbaran Negara Republik

pendidikan Menengah (Le
Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1598 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republlk Indonesia Nomor 3764);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 fentang
Tenaga Kependidikan sebagaimana telah divbah
dengan Peraturan Pemeriniah Republik Indonesic
Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara ,Republik
iIndonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia 3484 sebagaimana feian

diubah dengan Peraturan Pamarlntal'yNamnr 39 Tahun

2000);
7 Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Yrusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Nogara Republik
iIndonesia 1ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahcn
yang rnenjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007

Nomor 18);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
Permohonan Panitia Pendii SMA Negeri Ki'E nomor

Pem.01/P1/PEND/SMA/2006 tanggal 3 Jull 2006, SMA Negeri
Kuarifatu nomor : RU.425/4/51/2006 tanggal 17 April 2006,
SMA Negeri Kualin nomor : Ksr.421.5/5/279/2005 tanggal 17

Nopember 20035, SMK Neger Kolbano nomor 01/PAN/-

PENDIRI/SMK/2008 tanggal 2 Juni 2008. SMK Negerl Polen
ﬁqmﬁr Ksr.425/3/171/2006 tanggal 21 Juni 2006, SMK Neger
Toianas nomor 01/SMKN Toianas/03/2026 tanggal 7 Maret

2006;

Indonesia Tahun



8

MEMUTUSKAN
“LT,Ukﬂﬂ A
v - Manelapkan Pendiran Sekolah Menengah Atas Neger
don Sekolah Menengah Kejuruan Negerl dalam Wilayah

Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama-nama
sekolah sebagaimano terdapat dalam Lampiran

Keputusan Ini.

l . Blaya Operasionaol bagi Sekolah Menengah Atas Negeri
: dan Sekolah Menengah Kejuruan Negerl ditanggung

sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Bantuan Lainnya yang sah dan tidak menglkat.

Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

Dl tetapkan di ScoE
da fanggal 27 Nopember :goa
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KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NAMA SEXOLAH DESA KECAMATAN

Sk ok

M Menengah Atas | SMA ) Negeri Ki'c Napi KI'E

sekoluh Menencah Atas [ SMA ) Negeri Kuaniatu Kuanfaty Kuanfatu

Sekolah Mencengah Atas { SMA ) Negeri Kualin Kualin Kualin
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Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Kolbano

Kolbano Kolbano
fsglmmh Menengah Kejuruan ( SMK ) Neger Polen Puna Polen
ZSrzk-JIc:h Menengah Kejuruan [ SMK ) NegeriToianas Toianas Tolanas
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